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ABSTRAKSI

Nama : M Yuhan Loilatu
NIM : 201810110311330
Judul 'PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI POLRI MENJADI

PENJABAT KEPALA DAERAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TNI

Pembimbing :Dr.Surya Anoraga, SH., M.H
Fitria Esfandiari, SH.,MH

Sebagian besar dari kepala daerah akan selesai dari jabatannya sebagai gubernur
atau bupati di masing-masing ‘daerahnya dalam waktu antara Tahun 2022-2024. Untuk
mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, Undang-Undang pemilihan kepala
daerah memberikan amanat melalui  pengangkatan penjabat kepala daerah hingga
terpilinnya kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Akan tetapi berbeda hal apabila seseorang yang yang diangkat sebagai penjabat kepala
daerah berasal dari kalangan TNI-POLRI aktif sebagaimana yang terjadi pada daerah
kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Papua Barat dan sebagian daerah lainnya.
Permasalahan dalam penelitian ini, Pertama, bagaimana legalitas penunjukan anggota
Aktif TNI-Polri menjadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 Tentang Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
Kedua, bagaimana implikasi dari penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari Anggota Aktif
TNI1-Polri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji secara komperehensif
terkait dengan legalitas dan implikasi tersebut. Adapun metode penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif. Kemudian hasil pembahsan ini- melanggar
peraturan atau norma dalam undang-udang TN1-Polri dan berimpilkasi terhadap sistem
pemilu di Indonesia, institusi TNI-Polri, dan Pemerintah Daerah Kesimpulan dan saran
secara legalitas penunujukan anggota aktif TNI-Polri bertentangan dengan undang-
undang existing bahkan penunjukan tersebut tidak legal dan berimplikasi pada tidak
mencerminkan dan menciderai nilaidemokrasi. Saran pertama, perlu adanya fit and
proper test bagi penjabat kepala daerah sebelum diangkat sebagai penjabat; kedua,
adanya evaluasi secara institusional bagi anggota TNI-Polri aktif yang melakukan
rangkap jabatan; ketiga, diberikan sanksi terhadap anggota TNI/Polri aktif yang
melakukan rangkap jabatan demi terwujudnya kepastian hukum.

Kata Kunci: Pilkada, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah
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ABSTRACTION

Name : M Yuhan Loilatu
NIM : 201810110311330
Title : APPOINTMENT OF ACTIVE MEMBERS OF THE

INDONESIA POLRI BECOME OFFICIAL HEAD OF
REGIONS IN VIEV OF ACT NUMBER 2 OF 2002
POLRI AND LAW NUMBER 34 OF 2004
CONCERNING TNI

Advisor : Dr. Surya Anoraga, SH., M.H
Fitria Esfandiari, SH., MH

Most of the regional heads will leave their positions as governors or regents in their
respective regions between 2022-2024. To fill the vacancy in the regional head position, the
Regional Head Election Law provides a mandate through the appointment of acting regional
heads until the regional head is elected through simultaneous regional head elections (Pilkada)
in 2024. However, things are different if someone who is appointed as acting regional head comes
from from active TNI-POLRI circles as happened in the West Seram district, West Papua Province
and several other areas. The problems in this research are, First, what is the legality of appointing
Active TNI-Polri members to be Acting Regional Heads in terms of Law Number 2 of 2002
concerning the National Police and Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. Second, what
are the implications of appointing Acting Regional Heads from Active TNI-Polri Members. The
aim of this research is to find out and comprehensively examine the legality and implications.
This research method uses a normative juridical method. Then the results of this discussion violate
the regulations or norms in the TNI-Polri law and have implications for the electoral system in
Indonesia, TNI-Polri institutions, and Regional Government. Conclusions and suggestions
regarding the legality of appointing active members of the TNI-Polri is contrary to existing laws,
even the appointment This is not legal and has implications that do not reflect and harm
democratic values. The first suggestion is that there needs to be a fit and proper test for acting
regional heads before being appointed as acting; second, there is an institutional evaluation for
active TNI-Polri members who hold concurrent positions; third, sanctions are given to active
TNI/Polri members who hold multiple positions in order to achieve legal certainty.

Keywords: Pilkada, TNI/POLRI, Local Government
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